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DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR WILAYAH DJP PAPUA, PAPUA BARAT, DAN MALUKU

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA AMBON
NOMOR KEP - 11/KPP.1801/2023

TENTANG

STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA AMBON

KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA AMBON

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan Pelayanan
Publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan
yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan
kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan
penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara Pelayanan
Publik harus menetapkan Standar Pelayanan;

b. bahwa dalam memberikan acuan bagi pelaksanaan penilaian
ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menyusun
Standar Pelayanan di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Ambon;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ambon tentang
Standar Pelayanan di Lingkungan Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Ambon.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Nomor
5357);

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031);
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4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017
tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal
Direktorat Jenderal Pajak (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1961) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1356);

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 46/PMK.01/2021
tentang Pedoman Standar Pelayanan di Lingkungan
Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 509);

6. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-
160/PJ/2022 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan
Direktorat Jenderal Pajak.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA
AMBON TENTANG STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA AMBON

PERTAMA : Menetapkan Standar Pelayanan di lingkungan Kantor
Pelayanan Pajak Pratama Ambon sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.

KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum
PERTAMA harus dilaksanakan oleh seluruh pegawai di
lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ambon dan
digunakan sebagai acuan dalam penilaian kinerja oleh
pimpinan, aparat pengawasan, dan masyarakat untuk
perbaikan penyelenggaraan pelayanan publik.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dari Keputusan Kepala Kantor
Pelayanan Pajak Pratama Ambon ini, dibebankan pada DIPA
015 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ambon.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ambon ini
mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
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Salinan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Ambon ini disampaikan kepada:

1. Kepala Subbagian Umum dan Para Kepala Seksi di
lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ambon; dan

2. Para Kepala Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi
Perpajakan di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Ambon.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 4 Januari 2023

KEPALA KPP PRATAMA AMBON,

A. K. SUSETYO BAYUNANTO
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LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN
PAJAK PRATAMA AMBON
NOMOR KEP-11/KPP.1801/2023 TENTANG
STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA
AMBON

STANDAR PELAYANAN
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA AMBON

Standar Pelayanan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ambon
meliputi 83 (delapan puluh tiga) jenis pelayanan, yaitu:
1. Pendaftaran NPWP;
2. Penghapusan NPWP;
3. Perubahan Data Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak;
4. Pemindahan Wajib Pajak;
5. Permohonan Pelaporan Usaha dan Pengukuhan PKP;
6. Penetapan Wajib Pajak sebagai Wajib Pajak Non Efektif;
7. Pengaktifan Kembali Wajib Pajak Non Efektif;
8. Permintaan Kembali Kartu NPWP/SKT/SPPKP;
9. Aktivasi EFIN;
10. Aktivasi Akun Pengusaha Kena Pajak;
11. Cetak Ulang Kode Aktivasi;
12. Aktivasi Sertifikat Elektronik;
13. Surat Kuasa Khusus;
14. Pencabutan Pengukuhan PKP;
15. Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan dan Perolehan Harta Dalam

Rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau Pengambilalihan
Usaha;

16. Permohonan Perubahan Metode Pembukuan;
17. Permintaan Perubahan Tahun Buku Pertama;
18. Pembayaran dan Penyetoran Pajak;
19. Pengangsuran Pembayaran PPh Pasal 29;
20. Penundaan Pembayaran PPh Pasal 29;
21. Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25;
22. Angsuran PPh Pasal 25 Wajib Pajak Bank, Sewa Guna Usaha dengan

Hak Opsi, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah;
23. Pemindahbukuan (Pbk);
24. Pengalihan Saldo Bea Meterai Dari Sistem Komputerisasi Ke

Teknologi Percetakan;
25. Pengalihan Saldo Bea Meterai Dari Teknologi Percetakan Ke Sistem

Komputerisasi;
26. Pemindahbukuan (Pbk) Saldo Deposit Mesin Teraan Meterai Digital;
27. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan;
28. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan

karena Diterbitkannya Keputusan atau Putusan yang Mengakibatkan
Lebih Bayar PBB;

29. Pengembalian Pendahuluan bagi Wajib Pajak dengan Kriteria
Tertentu (Pasal 17C UU KUP);
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30. Restitusi dengan Pengembalian Pendahuluan bagi WP dengan
Persyaratan tertentu (Pasal 17D KUP);

31. Restitusi dengan Pengembalian Pendahuluan bagi PKP Berisiko
Rendah (Pasal 9 ayat (4c) UU PPN;

32. Pengembalian PPN bagi Turis (VAT Refund for Tourists);
33. Pengembalian atas Keputusan/Putusan Keberatan/ Banding/PK

Pasal 36/Pembetulan Pasal 16;
34. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak

Terutang Atas Pembayaran Pajak Oleh Pihak Pembayar;
35. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak

Terutang atas Kelebihan Pajak Dalam Rangka Impor;
36. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak

Terutang Atas Kesalahan Pemotongan atau Pemungutan PPh, PPN,
atau PPnBM;

37. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak
Terutang Atas Kesalahan Pemotongan atau Pemungutan Pajak
terhadap Subjek Pajak Luar Negeri yang Memiliki Bentuk Usaha
Tetap di Indonesia;

38. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak
Terutang Atas Kesalahan Pemotongan atau Pemungutan Pajak
terhadap Subjek Pajak Luar Negeri yang Tidak Memiliki Bentuk
Usaha Tetap di Indonesia;

39. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak
Terutang Atas Kesalahan Pemotongan atau Pemungutan Pajak
terhadap Orang Pribadi atau Badan yang Tidak Diwajibkan Memiliki
NPWP;

40. Pemberian Imbalan Bunga;
41. Pemberitahuan Perpanjangan Jangka Waktu Penyampaian SPT

Tahunan;
42. Izin Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas dengan Mesin Teraan

Meterai Digital;
43. Pembetulan Izin Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas  Dengan

Mesin Teraan Meterai Digital Berdasarkan Permohonan Wajib Pajak;
44. Pencabutan Izin Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas  Dengan

Mesin Teraan Meterai Digital Berdasarkan Permohonan Wajib Pajak;
45. Izin Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas Dengan Sistem

Komputerisasi;
46. Izin Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas Dengan Teknologi

Percetakan;
47. Izin sebagai pelaksana Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas

Dengan Teknologi Percetakan;
48. Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu;
49. Penetapan Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah (perusahaan yang

sahamnya diperdagangkan di bursa efek di Indonesia);
50. Penetapan Atas Saat Mulainya Penyusutan Harta Berwujud yang

Dapat Dilakukan Pada Bulan Digunakan atau Bulan Mulai
Menghasilkan;

51. Surat Keterangan Fiskal;



- 6 -

52. Surat Keterangan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Bakal Calon
Kepala Daerah;

53. Permohonan SKB PPh Pasal 21/Pasal 22 selain impor, Pasal 22
impor/PPh Pasal 23;

54. SKB PPh Pasal 22 atas Impor Emas Batangan dari Wajib Pajak yang
Bergerak dalam Bidang Industri Perhiasan Emas Untuk Tujuan
Ekspor;

55. Permohonan SKB Pemotongan Pajak Penghasilan atas Bunga
Deposito dan Tabungan Serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia
yang Diterima atau Diperoleh Dana Pensiun yang Pendiriannya telah
Disahkan oleh Menteri Keuangan;

56. Surat Keterangan Bebas PPh atas Penghasilan dari Pengalihan Hak
atas Tanah dan atau Bangunan;

57. Surat Keterangan Bebas PPh atas Penghasilan dari Pengalihan Hak
atas Tanah dan/atau Bangunan Bagi Wajib Pajak ya Usaha Pokoknya
Melakukan Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan;

58. Surat Keterangan Bebas PPN atas Impor dan/atau Penyerahan
Barang Kena Pajak Tertentu dan/atau Penyerahan Jasa Kena Pajak
Tertentu;

59. SKB Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan
Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Kepada Perwakilan Negara Asing
dan Badan Internasional Serta Pejabatnya;

60. Surat Keterangan Bebas PPnBM atas Impor atau Penyerahan
Kendaraan Ambulan, Kendaraan Jenazah, Kendaraan Pemadam
Kebakaran, Kendaraan Tahanan, dan Kendaraan Angkutan Umum;

61. Surat Keterangan Bebas PPnBM atas Impor atau Penyerahan
Kendaraan Protokoler Kenegaraan, Kendaraan Dinas atau Kendaraan
Patroli TNI/Polri;

62. Surat Keterangan Domisili SPDN;
63. Surat Dispensasi atas Pengalihan Barang Kena Pajak sebagaimana

atau pengalihmanfaatan Jasa Kena Pajak ya dilakukan kepada
sesama Perwakilan Negara Asing, Badan Internasional, Pejabat
Perwakilan Negara Asing, dan/atau Pejabat Badan Internasional,
Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah;

64. Surat Keterangan Penelitian Formal Bukti Pemenuhan Kewajiban
Penyetoran PPh atas Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan
atau Perubahan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau
Bangunan;

65. Kesepakatan Harga Transfer (Advance Pricing Agreement);
66. Permintaan keterangan Wajib Pajak Dalam Rangka Pengajuan

Keberatan;
67. Keberatan;
68. Pencabutan Keberatan;
69. Permintaan Keterangan Wajib Pajak Dalam Rangka Banding;
70. Permohonon Pembetulan Surat Tagihan Pajak/Surat Ketetapan

Pajak/Surat Keputusan Pajak (Pasal 16 UU KUP);
71. Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi (Pasal 36 Ayat

1a UU KUP);
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72. Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang Tidak
Benar (Pasal 36 Ayat 1b UU KUP);

73. Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar
(Pasal 36 Ayat 1c UU KUP);

74. Pembatalan Surat Ketetapan Pajak dari Hasil Pemeriksaan (Pasal 36
Ayat 1d UU KUP);

75. Pencabutan Permohonan Pasal 36 UU KUP;
76. Pengurangan Denda Administrasi PBB (Pasal 20 UU PBB);
77. Pengurangan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau Surat

Ketetapan Pajak PBB yang Tidak Benar;
78. Pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan

Pajak PBB, atau Surat Tagihan Pajak PBB yang Tidak Benar;
79. Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan;
80. Pengangsuran Pembayaran Pajak;
81. Penundaan Pembayaran Pajak;
82. Perpanjangan Jangka Waktu Pelunasan Pajak; dan
83. Pengaduan Pelayanan Perpajakan.

Adapun standar pelayanan atas pelayanan pada Kantor Pelayanan
Pajak Pratama Ambon adalah sebagai berikut:
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No Jenis Layanan Standar Waktu Pelayanan Waktu Mulai Waktu Selesai Biaya Layanan
1. Pendaftaran NPWP Paling lama 1 (satu) hari kerja

terhitung setelah permohonan
diterima secara lengkap.

Wajib Pajak mengajukan permohonan
secara:

1. elektronik disampaikan melalui saluran
tertentu yangiditetapkan oleh Direktur
Jenderal Pajak
(https://ereg.pajak.go.id)

2. tertulis disampaikan:
a. secara langsung;
b. melalui pos dengan bukti

pengiriman surat; atau
c. melalui perusahaan jasa ekspedisi

atau jasa kurir dengan bukti
pengiriman surat
dan disampaikan ke KPP atau
KP2KP yang wilayah kerjanya
meliputi tempat tinggal Wajib Pajak,
tempat kedudukan Wajib Pajak, atau
tempat kegiatan usaha Wajib Pajak
atau disampaikan ke tempat
pendaftaran tertentu sebagai tempat
pendaftaran Wajib Pajak.

3. Pelaku usaha dapat melakukan
pendaftaran secara elektronik untuk
mendapatkan NPWP melalui:
a. SABH yang terintegrasi dengan

sistem informasi DJP untuk Wajib
Pajak Badan; atau

b. OSS yang terintegrasi dengan sistem
informasi DJP.

1. Kartu NPWP;
2. Surat

Keterangan
Terdaftar.

Tidak ada
biaya/tarif.
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** Pelaku Usaha/Notaris harus
menyampaikan kelengkapan dokumen yang
dipersyaratkan ke KPP tempat Pelaku Usaha
terdaftar paling lambat 30 (tiga puluh) hari
kalender setelah tanggal terdaftar.

2. Penghapusan NPWP Paling lama 6 (enam) bulan
sejak tanggal permohonan
Wajib Pajak diterima secara
lengkap, dalam hal permohonan
diajukan oleh Wajib Pajak orang
pribadi, Wajib Pajak Warisan
Belum Terbagi, atau Instansi
Pemerintah; atau 12 (dua belas)
bulan sejak tanggal
permohonan Wajib Pajak
diterima secara lengkap, dalam
hal permohonan diajukan oleh
Wajib Pajak Badan.

Apabila jangka waktu
sebagaimana dimaksud  telah
terlampaui dan Kepala KPP
tidak menerbitkan keputusan,
permohonan Wajib Pajak
dianggap dikabulkan dan
Kepala KPP menerbitkan Surat
Keputusan Penghapusan NPWP
dalam jangka waktu paling
lama 1 (satu) bulan setelah
jangka waktu berakhir.

Wajib Pajak menyampaikan permohonan
penghapusan NPWP secara tertulis
dilakukan:

1. secara langsung ke KPP tempat Wajib
Pajak terdaftar atau KP2KP; atau

2. melalui pos, perusahaan jasa ekspedisi
atau jasa kurir dengan bukti pengiriman
surat ke KPP tempat Wajib Pajak
terdaftar.

1. Surat
Pemberitahuan
Penetapan WP
NE secara
jabatan;

2. Surat
Keputusan
Penghapusan
NPWP; atau

3. Surat
Penolakan
Penghapusan
NPWP.

Tidak ada
biaya/tarif.
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3. Perubahan Data Wajib
Pajak dan/atau
Pengusaha Kena Pajak

Paling lama 1 (satu) hari kerja
setelah BPS diterbitkan.

Wajib Pajak mengajukan permohonan
secara:

1. Elektronik disampaikan melalui saluran
tertentu yang ditetapkan oleh Direktur
Jenderal Pajak, berupa:
a. Aplikasi Registrasi
(https://ereg.pajak.go.id);
b. contact center; dan/atau
c. saluran tertentu lainnya.

2. Tertulis disampaikan:
a. secara langsung;
b. melalui pos dengan bukti pengiriman

surat; atau
c. melalui perusahaan jasa ekspedisi

atau jasa kurir dengan bukti
pengiriman surat, dan disampaikan
ke KPP atau KP2KP yang wilayah
kerjanya meliputi tempat tinggal
Wajib Pajak, tempat kedudukan Wajib
Pajak, atau tempat kegiatan usaha
Wajib Pajak atau disampaikan ke
tempat pendaftaran tertentu sebagai
tempat pendaftaran Wajib Pajak.

Surat
Pemberitahuan
Perubahan Data
dan/atau Kartu
NPWP, SKT,
dan/atau SPPKP.

Tidak ada
biaya/tarif.

4. Pemindahan Wajib
Pajak

1. Berdasarkan permohonan
pindah yang sudah
diterbitkan BPS, KPP Lama
harus memberikan
keputusan paling lama 5
(lima) hari kerja setelah
diterbitkan BPS;

2. Berdasarkan tembusan

Penyampaian permohonan secara tertulis
dilakukan:

1. secara langsung;
2. melalui pos; atau
3. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau

jasa kurir,
disampaikan  ke KPP/KP2KP sesuai

KPP Lama:

Surat
Pemberitahuan
Tidak Dapat
Dipindah; atau
Surat Pindah,
Surat Pencabutan

Tidak ada
biaya/tarif.
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Surat Pindah, Surat
Pencabutan SKT, dan/atau
Surat Pencabutan
Pengukuhan PKP dari KPP
Lama, KPP Baru
menerbitkan Kartu NPWP
dan SKT dan/atau SPPKP
paling lambat 1 (satu) hari
kerja setelah menerima
tembusan Surat Pindah,
Surat Pencabutan SKT,
dan/atau Surat Pencabutan
Pengukuhan PKP dari KPP
Lama;

KPP Baru mengirimkan SKT
dan/atau SPPKP paling lambat
1 (satu) hari kerja setelah
penerbitan ke KPP Lama.

wilayah kerja (KPP Terdaftar Lama, KPP
Terdaftar baru, atau KP2KP Terdaftar
baru).

SKT dan/atau
Surat Pencabutan
Pengukuhan PKP.

KPP Baru:

Kartu NPWP, Surat
Keterangan
Terdaftar dan/atau
Surat Pengukuhan
PKP.

5. Permohonan Pelaporan
Usaha dan Pengukuhan
PKP

Berdasarkan penelitian
administrasi Kepala KPP atau
KP2KP memberikan keputusan
paling lama 1 (satu) hari kerja
setelah BPE atau BPS
diterbitkan, berupa:

1. menerima permohonan
dengan menerbitkan Surat
Pengukuhan Pengusaha
Kena Pajak, dalam hal
permohonan memenuhi
kelengkapan persyaratan

Permohonan pengukuhan PKP secara
elektronik dilakukan dengan:

1. mengisi dan menyampaikan Formulir
Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
dan

2. mengunggah (upload) salinan digital
(softcopy) dokumen yang disyaratkan
pada Aplikasi Registrasi yang tersedia
pada laman Direktorat Jenderal Pajak.

1. Surat
Pengukuhan
PKP; atau

2. Surat
Penolakan
Pengukuhan
PKP.

Tidak ada
biaya/tarif.
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dokumen dan/atau
ketentuan; atau

2. menolak permohonan
dengan menerbitkan Surat
Penolakan Pengukuhan
Pengusaha Kena Pajak,
dalam hal permohonan tidak
memenuhi kelengkapan
persyaratan dokumen,
dan/atau ketentuan.

6. Penetapan Wajib Pajak
sebagai Wajib Pajak
Non Efektif

Keputusan menerima atau
menolak permohonan
diterbitkan paling lama 5 (lima)
hari kerja setelah Kepala KPP
atau pejabat yang ditunjuk oleh
Direktur Jenderal Pajak
menerbitkan BPE atau
menerbitkan dan memberikan
BPS.

Permohonan penetapan Wajib Pajak Non
Efektif diajukan secara elektronik atau
tertulis, serta dilampiri dengan Surat
Pernyataan Wajib Pajak Non Efektif dan
dokumen pendukung.

Permohonan penetapan Wajib Pajak Non
Efektif secara elektronik dapat dilakukan
melalui saluran tertentu yang ditentukan
oleh Direktorat Jenderal Pajak, berupa:

1. Aplikasi Registrasi;
2. contact center; dan/atau
3. saluran tertentu lainnya.
Permohonan penetapan Wajib Pajak Non
Efektif secara tertulis dapat disampaikan:

1. secara langsung;
2. melalui pos dengan bukti pengiriman

surat; atau
3. perusahaan jasa ekspedisi atau jasa

kurir dengan bukti pengiriman surat,

1. Surat
Pemberitahuan
Penetapan
Wajib Pajak Non
Efektif; atau

2. Surat
Penolakan
Penetapan
Wajib Pajak Non
Efektif.

Tidak ada
biaya/tarif.
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ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.

7. Pengaktifan Kembali
Wajib Pajak Non Efektif

Keputusan menerima atau
menolak permohonan
diterbitkan paling lama 5 (lima)
hari kerja setelah Kepala KPP
atau pejabat yang ditunjuk oleh
Direktur Jenderal Pajak
menerbitkan BPE atau
menerbitkan dan memberikan
BPS.

Permohonan pengaktifan kembali Wajib
Pajak Non Efektif diajukan secara elektronik
atau tertulis, serta dilampiri dengan Surat
Pernyataan Wajib Pajak Non Efektif dan
dokumen pendukung.
Permohonan pengaktifan kembali Wajib
Pajak Non Efektif secara elektronik dapat
dilakukan melalui saluran tertentu yang
ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak,
berupa:

1. Aplikasi Registrasi;
2. contact center; dan/atau
3. saluran tertentu lainnya.

1. Surat
Pemberitahuan
Pengaktifan
Kembali Wajib
Pajak Non
Efektif;

2. Surat
Penolakan
Pengaktifan
Kembali Wajib
Pajak Non
Efektif.

Tidak ada
biaya/tarif.

8. Permintaan Kembali
Kartu
NPWP/SKT/SPPKP

paling lambat 1 (satu) hari kerja
setelah BPS diterbitkan.

Permintaan kembali atas Kartu NPWP, SKT,
dan/atau SKPPKP dapat diajukan:

1. secara elektronik;
2. secara langsung; atau
3. melalui pos atau perusahaan jasa

ekspedisi atau jasa kurir, dengan bukti
pengiriman surat.

Kartu NPWP, SKT
dan/atau SPPKP.

Tidak ada
biaya/tarif.

9. Aktivasi EFIN Pada saat WP datang langsung
ke KPP/KP2KP terdekat atau
Tempat Tertentu di Luar Kantor
sesuai dengan kewenangannya
untuk mengajukan
permohonan.

Wajib Pajak menyampaikan permohonan
aktivasi EFIN dengan mendatangi secara
langsung Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
terdekat, Kantor Pelayanan, Penyuluhan
dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) terdekat
atau Tempat Tertentu di Luar Kantor sesuai

EFIN yang aktif. Tidak ada
biaya/tarif.
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dengan kewenangannya.

10. Aktivasi Akun
Pengusaha Kena Pajak

Aktivasi  akun  PKP dilakukan
paling  lama 10 (sepuluh) hari
kerja setelah:

1. tanggal pengukuhan PKP,
dalam hal permintaan
aktivasi akun PKP
disampaikan bersamaan
dengan permohonan
pengukuhan PKP; atau

tanggal permintaan aktivasi
akun PKP diterima yang
tercantum dalam BPE, dalam
hal permintaan aktivasi akun
PKP disampaikan tidak
bersamaan dengan permohonan
pengukuhan PKP atau
dikukuhkan PKP secara
jabatan.

Pengusaha mengajukan permintaan aktivasi
akun PKP dengan mengisi Formulir
Permintaan Aktivasi Akun Pengusaha Kena
Pajak:

1. pada Aplikasi Registrasi; atau
2. secara tertulis dan menyampaikan:

a. secara langsung;
b. melalui pos dengan bukti pengiriman

surat; atau
c. melalui perusahaan jasa ekspedisi

atau jasa kurir dengan bukti
pengiriman surat, ke KPP atau KP2KP
yang wilayah kerjanya meliputi
tempat tinggal, tempat kedudukan,
dan/atau tempat kegiatan usaha
Pengusaha.

Kode Aktivasi dan
Password.

Tidak ada
biaya/tarif.

11. Cetak Ulang Kode
Aktivasi

Paling lama 3 (tiga) hari kerja
sejak permohonan diterima
secara lengkap.

PKP mengajukan permohonan secara
tertulis ke KPP tempat PKP dikukuhkan.

Surat
Pemberitahuan
Kode
Aktivasi/Penolaka
n Permohonan
Kode Aktivasi.

Tidak ada
biaya/tarif.

12. Aktivasi Sertifikat
Elektronik

Paling lama 1 (satu) hari kerja
terhitung setelah permohonan
diterima lengkap  serta

Permintaan Sertifikat Elektronik dapat
diajukan:

1. bersamaan dengan permohonan

1. Sertifikat
Elektronik;

2. Bukti

Tidak ada
biaya/tarif.
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dilakukan pengujian verifikasi
dan autentikasi.

pendaftaran NPWP; atau
2. secara terpisah setelah Wajib Pajak

memperoleh NPWP.

Penerbitan
Sertifikat
Elektronik.

13. Surat Kuasa Khusus - Penyampaian surat kuasa khusus
dilakukan:

1. sebelum pelaksanaan hak dan/atau
pemenuhan kewajiban perpajakan
tertentu yang dikuasakan; atau

2. bersamaan dengan pelaksanaan hak
dan/atau pemenuhan kewajiban
perpajakan tertentu yang dikuasakan.

- Tidak ada
biaya/tarif.

14. Pencabutan
Pengukuhan PKP

Paling lama 6 (enam) bulan
sejak tanggal permohonan
Wajib Pajak diterima secara
lengkap. Apabila jangka waktu
sebagaimana dimaksud  telah
terlampaui dan Kepala KPP
tidak menerbitkan keputusan,
permohonan Wajib Pajak
dianggap dikabulkan dan
Kepala KPP menerbitkan Surat
Pencabutan Pengukuhan
Pengusaha Kena Pajak dalam
jangka waktu paling lama 1
(satu) bulan setelah jangka
waktu berakhir.

PKP menyampaikan permohonan
pencabutan pengukuhan PKP secara
elektronik atau tertulis. Dalam hal
permohonan disampaikan secara tertulis,
permohonan dapat disampaikan:

1. secara langsung ke KPP atau KP2KP
tempat PKP diadministrasikan; atau

2. melalui pos, perusahaan jasa ekspedisi
atau jasa kurir dengan bukti pengiriman
surat, ke KPP tempat PKP
diadministrasikan.

1. Surat
Pencabutan
Pengukuhan
PKP dan Berita
Acara
Pencabutan
Pengukuhan
PKP; atau

2. Surat
Penolakan
Pencabutan
Pengukuhan
PKP.

Tidak ada
biaya/tarif.

15. Penggunaan Nilai Buku
atas Pengalihan dan
Perolehan Harta Dalam
Rangka Penggabungan,

Paling lambat 1 (satu) bulan
sejak terhitung sejak
diterimanya permohonan Wajib

Permohonan harus disampaikan paling
lama 6 (enam) bulan setelah Tanggal Efektif
yang disampaikan kepada Kepala Kantor
Wilayah secara daring melalui laman

1. Surat
Keputusan
Persetujuan
Penggunaan

Tidak ada
biaya/tarif.
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Peleburan, Pemekaran,
atau Pengambilalihan
Usaha

Pajak secara lengkap. Direktorat Jenderal Pajak dengan dilampiri
dokumen yang dipersyaratkan dan
diunggah ke laman Direktorat Jenderal
Pajak dalam bentuk salinan digital
(softcopy). Dalam hal permohonan secara
daring belum tersedia, permohonan
diajukan secara langsung kepada Kepala
Kantor Wilayah dengan dilampiri dokumen
yang dipersyaratkan.

Nilai Buku Atas
Pengalihan
Harta; atau

2. Surat
Keputusan
Penolakan
Penggunaan
Nilai Buku Atas
Pengalihan
Harta yang
diterbitkan oleh
Kepala Kantor
Wilayah DJP
atas nama
Direktur
Jenderal Pajak.

16. Permohonan Perubahan
Metode Pembukuan

Paling lama 14 (empat belas)
hari sejak diterimanya surat
permohonan dari kantor
Pelayanan Pajak, Kepala Kantor
Wilayah DJP menerbitkan surat
keputusan yang berupa
menyetujui atau menolak.

Wajib Pajak menyampaikan permohonan
perubahan metode pembukuan ke KPP
tempat Wajib Pajak terdaftar.

Keputusan
Persetujuan/Penol
akan Perubahan
Metode
Pembukuan.

Tidak ada
biaya/tarif.

17. Permintaan Perubahan
Tahun Buku Pertama

2 (dua) bulan terhitung setelah
permohonan beserta dokumen
lain untuk memenuhi
persyaratan oleh Wajib Pajak.

Wajib Pajak menyampaikan permintaan
perubahan metode pembukuan dan/atau
tahun buku kedua, dan seterusnya ke
Kantor Wilayah DJP melalui KPP tempat
Wajib Pajak terdaftar.

Keputusan
Persetujuan/Penol
akan Permohonan
perubahan Tahun
Buku/Tahun Pajak
Pertama.

Tidak ada
biaya/tarif.
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18. Pembayaran dan
Penyetoran Pajak

1. PPh Pasal 4 ayat (2) yang
dipotong oleh Pemotong
PajakPenghasilan harus
disetor paling lama tanggal
10 (sepuluh) bulan
berikutnya setelah Masa
Pajak berakhir, kecuali
ditetapkan lain oleh Menteri
Keuangan;

2. PPh Pasal 4 ayat (2) yang
harus dibayar sendiri oleh
Wajib Pajak harus disetor
paling lama tanggal 15 (lima
belas) bulan berikutnya
setelah Masa Pajak
berakhir, kecuali ditetapkan
lain oleh Menteri Keuangan;

3. PPh Pasal 4 ayat (2) atas
penghasilan dari pengalihan
hak atas tanah dan/atau
bangunan yang
dipotong/dipungut atau
yang harus dibayar sendiri
oleh Wajib Pajak, harus
disetor sebelum akta,
keputusan, perjanjian,
kesepakatan atau risalah
lelang atas pengalihan hak
atas tanah dan/atau
bangunan ditandatangani
oleh pejabat yang

1. Kode Billing, dapat diperoleh Wajib
Pajak, melalui:
a. layanan mandiri (self-service),

dilakukan oleh Wajib Pajak dengan
mengakses:
1) aplikasi billing DJP; atau
2) layanan, produk, aplikasi, atau

sistem penerbitan Kode Billing
yang terhubung dengan Sistem
Billing Direktorat Jenderal Pajak
yang disediakan, oleh Bank/Pos
Persepsi dan pihak lain yang
ditunjuk oleh Direktur Jenderal
Pajak, meliputi perusahaan
Application Service Provider dan
Perusahaan Telekomunikasi.
pembuatan kode billing melalui
layanan mandiri, dapat
diberikan melalui asistensi oleh:
a) pegawai Direktorat Jenderal
Pajak sesuai dengan
penugasannya;

b) petugas Bank/Pos Persepsi;
atau

c) pengguna (user) tertentu yang
mendapatkan persetujuan dari
Direktur Jenderal Pajak.

b. penerbitan secara jabatan (official-
service) oleh Direktorat Jenderal
Pajak dalam hal terbit surat
ketetapan pajak, Surat Tagihan

1. Kode Billing;
2. Bukti setor

berupa Surat
Setoran
Elektronik
(SSE).

Tidak ada
biaya/tarif.
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berwenang;
4. PPh Pasal 4 ayat (2) atas

penghasilan yang diterima
atau diperoleh orang pribadi
atau badan dari transaksi
penjualan saham di bursa
efek yang dipotong oleh
penyelenggaran bursa efek
harus disetor selambat-
lambatnya tanggal 20 (dua
puluh) setiap bulan atas
transaksi penjualan saham
yang dilakukan dalam
bulan sebelumnya;

5. PPh Pasal 4 ayat (2) atas
penghasilan yang diterima
atau diperoleh orang pribadi
atau badan dari transaksi
penjualan saham di bursa
efek terhadap pemilik
saham pendiri harus disetor
oleh emiten atas nama
pemilik saham pendiri
selambat-lambatnya:
a. 6 (enam) bulan setelah

tanggal 29 Mei 1997,
apabila saham
perusahaan telah
diperdagangkan di bursa
efek sebelum tanggal
tersebut;

Pajak, SPPT PBB, STP PBB, atau
SKP PBB yang mengakibatkan
kurang bayar.

2. Wajib Pajak melakukan transaksi
pembayaran atau penyetoran pajak
dapat dilakukan melalui:
a. teller Bank/Pos Persepsi;
b. Anjungan Tunai Mandiri (ATM);
c. internet banking;
d. mobile banking;
e. EDC; atau

sarana lainnya.
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b. 1 (satu) bulan setelah
saham tersebut
diperdagangkan di bursa
efek, apabila saham
perusahaan baru
diperdagangkan di bursa
efek pada atau setelah
tanggal 29 Mei 1997
tanggal;

6. PPh Pasal 15 yang
dipotong oleh Pemotong
PPh harus disetor paling
lama tanggal 10 (sepuluh)
bulan berikutnya setelah
Masa Pajak berakhir;

7. PPh Pasal 15 yang harus
dibayar sendiri harus
disetor paling lama tanggal
15 (lima belas) bulan
berikutnya setelah Masa
Pajak berakhir;

8. PPh Pasal 21 yang
dipotong oleh Pemotong
PPh harus disetor paling
lama tanggal 10 (sepuluh)
bulan berikutnya setelah
Masa Pajak berakhir;

9. PPh Pasal 22 yang
pemungutannya dilakukan
oleh kuasa pengguna
anggaran atau pejabat
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penanda tangan Surat
Perintah Membayar
sebagai Pemungut PPh
Pasal 22, harus disetor
pada hari yang sama
dengan pelaksanaan
pembayaran kepada
Pengusaha Kena Pajak
rekanan pemerintah
melalui Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara;

10. PPh Pasal 22 yang
dipungut oleh Bendahara
Pengeluaran, harus disetor
paling lama 7 (tujuh) hari
setelah tanggal
pelaksanaan pembayaran
atas penyerahan barang
yang dibiayai dari belanja
Negara atau belanja
Daerah, dengan
menggunakan Surat
Setoran Pajak atas nama
rekanan dan
ditandatangani oleh
bendahara;

11. PPh Pasal 22 yang
pemungutannya dilakukan
oleh Wajib Pajak badan
tertentu sebagai Pemungut
Pajak harus disetor paling
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lama tanggal 10 (sepuluh)
bulan berikutnya setelah
Masa Pajak berakhir;

12. PPh Pasal 22, PPN atau
PPN dan PPnBM atas
impor harus dilunasi
bersamaan dengan saat
pembayaran Bea Masuk
dan dalam hal Bea Masuk
ditunda atau dibebaskan,
PPh Pasal 22, PPN atau
PPN dan PPnBM atas
impor harus dilunasi pada
saat penyelesaian
dokumen pemberitahuan
pabean impor;

13. PPh Pasal 22, PPN atau
PPN dan PPnBM atas
impor yang dipungut oleh
Direktorat Jenderal Bea
dan Cukai, harus disetor
dalam jangka waktu 1
(satu) hari kerja setelah
dilakukan pemungutan
pajak;

14. PPh Pasal 23 dan PPh
Pasal 26 yang dipotong
oleh Pemotong PPh harus
disetor paling lama tanggal
10 (sepuluh) bulan
berikutnya setelah Masa
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Pajak berakhir;
15. PPh Pasal 25 harus

dibayar paling lama
tanggal 15 (lima
belas)bulan berikutnya
setelah Masa Pajak
berakhir;

16. PPN atau PPN dan PPnBM
yang terutang dalam satu
Masa Pajak harus disetor
paling lama akhir bulan
berikutnya setelah Masa
Pajak berakhir dan
sebelum Surat
Pemberitahuan Masa PPN
disampaikan;

17. PPN yang terutang atas
pemanfaatan Barang Kena
Pajak tidak berwujud
dan/atau Jasa Kena Pajak
dari luar Daerah Pabean
harus disetor oleh orang
pribadi atau badan yang
memanfaatkan Barang
Kena Pajak tidak berwujud
dan/atau Jasa Kena Pajak
dari luar Daerah Pabean,
paling lama tanggal 15
(lima belas) bulan
berikutnya setelah saat
terutangnya pajak;
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18. PPN yang terutang atas
kegiatan membangun
sendiri harus disetor oleh
orang pribadi atau badan
yang melakukan kegiatan
membangun sendiri paling
lama tanggal 15 (lima
belas) bulan
berikutnya setelah Masa
Pajak berakhir;

19. PPN atau PPN dan PPnBM
yang pemungutannya
dilakukan oleh Pejabat
Penandatangan Surat
Perintah Membayar
sebagai Pemungut PPN,
harus disetor pada hari
yang sama dengan
pelaksanaan pembayaran
kepada Pengusaha Kena
Pajak Rekanan Pemerintah
melalui Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara;

20. PPN atau PPN dan PPnBM
yang dipungut oleh
Bendahara Pengeluaran
sebagai Pemungut PPN,
harus disetor paling lama
7 (tujuh) hari setelah
tanggal pelaksanaan
pembayaran kepada
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Pengusaha Kena Pajak
Rekanan Pemerintah
melalui Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara;

21. PPN atau PPN dan PPnBM
yang pemungutannya
dilakukan oleh Pemungut
PPN yang ditunjuk selain
Bendahara Pemerintah,
harus disetor paling lama
tanggal 15 (lima belas)
bulan berikutnya setelah
Masa Pajak berakhir;

22. PPh Pasal 25 bagi Wajib
Pajak dengan kriteria
tertentu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3
ayat (3b) Undang-Undang
KUP yang melaporkan
beberapa Masa Pajak
dalam satu Surat
Pemberitahuan Masa,
harus dibayar paling lama
pada akhir Masa Pajak
terakhir;

23. Pembayaran masa selain
PPh Pasal 25 bagi Wajib
Pajak dengan kriteria
tertentu harus dibayar
paling lama sesuai dengan
batas waktu untuk
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masing-masing jenis pajak;
24. Kekurangan pembayaran

pajak yang terutang
berdasarkan Surat
Pemberitahuan Tahunan
Pajak Penghasilan harus
dibayar lunas sebelum
Surat Pemberitahuan
Tahunan Pajak
Penghasilan disampaikan
tetapi tidak melebihi batas
waktu penyampaian Surat
Pemberitahuan Tahunan
Pajak Penghasilan;

25. Bea Meterai harus dilunasi
pada saat terutang Bea
Meterai;

26. Pajak yang terutang
berdasarkan Surat
Pemberitahuan Pajak
Terhutang harus dilunasi
paling lama 6 (enam) bulan
sejak tanggal
diterimanya Surat
Pemberitahuan Pajak
Terhutang oleh Wajib
Pajak;

27. Pajak yang terutang
berdasarkan Surat
Ketetapan Pajak PBB
harus dilunasi paling lama
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1 (satu) bulan sejak
tanggal diterimanya Surat
Ketetapan Pajak PBB oleh
Wajib Pajak;

28. Pajak yang terutang
berdasarkan Surat
Tagihan Pajak PBB harus
dilunasi paling lama 1
(satu) bulan sejak tanggal
diterimanya Surat Tagihan
Pajak PBB oleh Wajib
Pajak;

29. Surat Tagihan Pajak, Surat
Ketetapan Pajak Kurang
Bayar, serta Surat
Ketetapan Pajak Kurang
Bayar Tambahan, dan
Surat Keputusan
Keberatan, Surat
Keputusan Pembetulan,
Putusan Banding, serta
Putusan Peninjauan
Kembali, yang
menyebabkan jumlah
pajak yang harus dibayar
bertambah, harus dilunasi
dalam jangka waktu 1
(satu) bulan sejak tanggal
diterbitkan;

30. Dalam hal Wajib Pajak
mengajukan keberatan
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atas Surat Ketetapan Pajak
Kurang Bayar atau Surat
Ketetapan Pajak Kurang
Bayar Tambahan untuk
Tahun Pajak 2008 dan
sesudahnya, jangka waktu
untuk jumlah pajak yang
belum dibayar pada saat
pengajuan keberatan
sebesar pajak yang tidak
disetujui dalam
pembahasan akhir hasil
pemeriksaan, tertangguh
sampai dengan 1 (satu)
bulan sejak tanggal
penerbitan Surat
Keputusan Keberatan;

31. Dikecualikan dari
ketentuan, untuk jumlah
pajak yang tidak disetujui
dalam hasil pembahasan
akhir hasil pemeriksaan
baik Sebagian atau
seluruhnya, tetapi tidak
diajukan keberatan, harus
dilunasi dalam jangka
waktu 1 (satu) bulan sejak
tanggal diterbitkan Surat
Ketetapan Pajak Kurang
Bayar atau Surat
Ketetapan Pajak Kurang
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Bayar Tambahan untuk
Tahun Pajak 2008 dan
sesudahnya;

Dalam hal Wajib Pajak
mengajukan banding atas Surat
Keputusan Keberatan
sehubungan dengan Surat
Ketetapan Pajak Kurang Bayar
atau Surat Ketetapan Pajak
Kurang Bayar Tambahan untuk
Tahun Pajak 2008 dan
sesudahnya, jangka waktu
tertangguh sampai dengan 1
(satu) bulan sejak tanggal
penerbitan Putusan Banding.

19. Pengangsuran
Pembayaran PPh Pasal
29

Paling lama 7 (tujuh) hari kerja
setelah tanggal diterima
permohonan.

Wajib Pajak mengajukan permohonan
pengangsuran pembayaran PPh Pasal 29
paling lama 9 (sembilan) hari kerja sebelum
jatuh tempo pembayaran kepada Kepala
KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.

Surat Keputusan
persetujuan
angsuran/penund
aan pembayaran
pajak atau Surat
Keputusan
penolakan
angsuran/penund
aan pembayaran
pajak.

Tidak ada
biaya/tarif.

20. Penundaan Pembayaran
PPh Pasal 29

Paling lama 7 (tujuh) hari kerja
setelah tanggal diterima
permohonan.

Wajib Pajak mengajukan permohonan
penundaan pembayaran PPh Pasal 29
paling lama 9 (sembilan) hari kerja sebelum
jatuh tempo pembayaran kepada Kepala
KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.

Surat Keputusan
persetujuan
angsuran/penund
aan pembayaran
pajak atau Surat
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Keputusan
penolakan
angsuran/penund
aan pembayaran
pajak.

21. Pengurangan Angsuran
PPh Pasal 25

Paling lama 1 (satu) bulan sejak
permohonan dan lampiran
diterima dengan lengkap.

Wajib Pajak mengajukan permohonan
pengurangan angsuran PPh Pasal 25
kepada Kepala KPP tempat Wajib Pajak
terdaftar.

Surat Keputusan
Angsuran Pajak
Penghasilan Pasal
25.

Tidak ada
biaya/tarif.

22. Angsuran PPh Pasal 25
Wajib Pajak Bank, Sewa
Guna Usaha dengan
Hak Opsi, Badan Usaha
Milik Negara dan Badan
Usaha Milik Daerah

Paling lama 5 (lima) hari kerja
sejak Surat permohonan dan
dokumen yang dilampirkan dari
Wajib Pajak diterima secara
lengkap.

Wajib Pajak mengajukan permohonan
angsuran PPh Pasal 25 Wajib Pajak Bank,
Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi, Badan
Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik
Daerah kepada Kepala KPP tempat Wajib
Pajak terdaftar.

1. Bukti
Penerimaan
Surat (BPS);

2. Surat
Pemberitahuan
Besarnya
Angsuran PPh
Pasal 25.

Tidak ada
biaya/tarif.

23. Pemindahbukuan (Pbk) Paling lama 21 (dua puluh satu)
hari sejak permohonan
pemindahbukuan diterima
secara lengkap.

Wajib Pajak mengajukan permohonan
pemindahbukuan secara langsung ke KPP
tempat pembayaran diadministrasikan atau
melalui pos atau jasa pengiriman dengan
bukti pengiriman surat ke KPP tempat
pembayaran diadministrasikan.

Bukti
Pemindahbukuan
(Pbk).

Tidak ada
biaya/tarif.

24. Pengalihan Saldo Bea
Meterai Dari Sistem
Komputerisasi Ke
Teknologi Percetakan

Paling lama 7 (tujuh) hari sejak
surat permohonan Wajib Pajak
diterima dengan lengkap.

Wajib Pajak mengajukan permohonan
pengalihan saldo Bea Meterai dari sistem
komputerisasi ke teknologi percetakan
secara tertulis kepada Direktur Jenderal
Pajak dengan mencantumkan alasan dan
jumlah Bea Meterai yang akan dialihkan.

1. Keputusan
Pencabutan
Izin
Pembubuhan
Tanda Bea
Meterai Lunas
dengan Sistem

Tidak ada
biaya/tarif.
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Komputerisasi;
2. Surat

Pengalihan
Saldo Bea
Meterai dari
Sistem
Komputerisasi
ke Teknologi
Percetakan;

3. Surat
Penolakan
Permohonan
(dalam
permohonan
hal ditolak);

4. Berita Acara
Penelitian
Administrasi
Pembubuhan
Bea Meterai
dengan Sistem
Komputerisasi.

25. Pengalihan Saldo Bea
Meterai Dari Teknologi
Percetakan Ke Sistem
Komputerisasi

Paling lama 7 (tujuh) hari sejak
surat permohonan pengalihan
saldo Bea Meterai dari teknologi
percetakan ke sistem
komputerisasi diterima dengan
lengkap.

Wajib Pajak mengajukan permohonan
dalam hal Bea Meterai yang telah dibayar
atas tanda Bea Meterai Lunas yang tercetak
pada cek, bilyet giro, dan efek dengan nama
dan dalam bentuk apapun yang belum
dipergunakan.

1. Keputusan
Pencabutan
Izin
Pembubuhan
Tanda Bea
Meterai Lunas
dengan
Teknologi
Percetakan;

Tidak ada
biaya/tarif.
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2. Surat
Pengalihan
Saldo Bea
Meterai dari
Teknologi
Percetakan ke
Sistem
Komputerisasi,
atau surat
penolakan
permohonan
(dalam hal
ditolak);

3. Berita Acara
Penelitian
Administrasi
Pembubuhan
Bea Meterai
dengan
Teknologi
Percetakan.

26. Pemindahbukuan (Pbk)
Saldo Deposit Mesin
Teraan Meterai Digital

Paling lambat dalam jangka
waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak
surat permohonan Wajib Pajak
diterima lengkap.

Wajib Pajak mengajukan surat permohonan
pemindahbukuan saldo deposit mesin
teraan Meterai Digital ke KPP tempat Wajib
Pajak terdaftar.

1. Keputusan
Pencabutan
Izin
Pembubuhan
Tanda Bea
Meterai Lunas
dengan Mesin
Teraan Meterai
Digital;

2. Surat

Tidak ada
biaya/tarif.
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Pengalihan
Saldo Deposit
Mesin Teraan
Meterai Digital.

27. Pengembalian
Kelebihan Pembayaran
Pajak Bumi dan
Bangunan

Paling lama 12 (dua belas)
bulan sejak tanggal diterimanya
surat permohonan
pengembalian Wajib Pajak.
Apabila setelah jangka waktu
Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Pratama tidak memberikan
keputusan, permohonan
tersebut dianggap dikabulkan
dan SKKP PBB diterbitkan
paling lama 1 (satu) bulan
setelah jangka waktu tersebut
berakhir.

Wajib Pajak menyampaikan permohonan
pengembalian kelebihan pembayaran pajak
PBB ke KPP Pratama tempat objek pajak
terdaftar.

1. Surat
Keputusan
Kelebihan
Pembayaran
Pajak (SKKP
PBB) apabila
jumlah PBB
yang dibayar
ternyata lebih
besar dari
jumlah PBB
terutang;

2. Surat
Pemberitahuan
(SPb) apabila
jumlah PBB
yang dibayar
sama dengan
jumlah PBB
terutang;

3. Surat
Ketetapan
Pajak Pajak
Bumi dan
Bangunan
(SKP PBB)
apabila jumlah

Tidak ada
biaya/tarif.
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PBB yang
dibayar
ternyata
kurang dari
jumlah PBB
terutang.

28. Pengembalian
Kelebihan Pembayaran
Pajak Bumi dan
Bangunan karena
Diterbitkannya
Keputusan atau
Putusan yang
Mengakibatkan Lebih
Bayar PBB

Paling lama 5 (lima) hari kerja
sejak diterbitkannya keputusan,
atau dalam hal putusan
banding dan Peninjauan
Kembali sejak diterima oleh unit
DJP yang berwenang
menangani.

Wajib Pajak (berdasarkan
keputusan/putusan) menyampaikan nomor
rekening ke KPP tempat Wajib Pajak
terdaftar.

Penghitungan
Lebih Bayar.

Tidak ada
biaya/tarif.

29. Pengembalian
Pendahuluan bagi
Wajib Pajak dengan
Kriteria Tertentu (Pasal
17C UU KUP)

1. Paling lama 3 (tiga) bulan
sejak permohonan diterima
secara lengkap untuk Pajak
Penghasilan;

2. Paling lama 1 (satu) bulan
sejak permohonan diterima
secara lengkap untuk Pajak
Pertambahan Nilai.

Dalam hal permohonan
pengembalian pendahuluan
kelebihan pembayaran pajak
melewati jangka waktu, maka
permohonan dianggap
dikabulkan, dan Direktur
Jenderal Pajak menerbitkan
Surat Keputusan Pengembalian

Wajib Pajak menyampaikan permohonan
pengembalian pendahuluan bagi Wajib
Pajak dengan kriteria tertentu ke KPP atau
KP2KP tempat Wajib Pajak
diadministrasikan dengan cara memberi
tanda pada SPT yang menyatakan lebih
bayar restitusi atau dengan cara
mengajukan surat tersendiri.

1. Surat
Keputusan
Pengembalian
Pendahuluan
Kelebihan
Pajak
(SKPPKP);

2. Surat
Pemberitahuan
Tidak Dapat
Diberikan
Pengembalian
Pendahuluan
atau Tidak
Terdapat
Kelebihan

Tidak ada
biaya/tarif.
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Pendahuluan Kelebihan Pajak
setelah jangka waktu
sebagaimana dimaksud di atas.

Pembayaran
Pajak.

30. Restitusi dengan
Pengembalian
Pendahuluan bagi WP
dengan Persyaratan
tertentu (Pasal 17D
KUP)

Paling lama:

1. 15 (lima belas) hari kerja
sejak permohonan diterima
secara lengkap, untuk
permohonan pengembalian
pendahuluan kelebihan
pembayaran Pajak
Penghasilan orang pribadi;

2. 1 (satu) bulan sejak
permohonan diterima
secara lengkap, untuk
permohonan pengembalian
pendahuluan kelebihan
pembayaran Pajak
Penghasilan badan; dan

3. 1 (satu) bulan sejak
permohonan diterima
secara lengkap, untuk
permohonan pengembalian
pendahuluan kelebihan
pembayaran Pajak
Pertambahan Nilai.

Dalam hal permohonan
pengembalian pendahuluan
kelebihan pembayaran pajak
melewati jangka waktu, maka

Wajib Pajak menyampaikan permohonan ke
KPP atau KP2KP tempat Wajib Pajak
diadministrasikan dengan cara memberi
tanda pada Surat Pemberitahuan yang
menyatakan lebih bayar restitusi atau
dengan cara mengajukan surat tersendiri.

1. Surat
Keputusan
Pengembalian
Pendahuluan
Kelebihan
Pajak
(SKPPKP);

2. Surat
Pemberitahuan
Tidak Dapat
Diberikan
Pengembalian
Pendahuluan
atau Tidak
Terdapat
Kelebihan
Pembayaran
Pajak.

Tidak ada
biaya/tarif.
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permohonan dianggap
dikabulkan, dan Direktur
Jenderal Pajak menerbitkan
Surat Keputusan Pengembalian
Pendahuluan Kelebihan Pajak
setelah jangka waktu
sebagaimana dimaksud di atas.

31. Restitusi dengan
Pengembalian
Pendahuluan bagi PKP
Berisiko Rendah (Pasal
9 ayat (4c) UU PPN)

Paling lama 1 (satu) bulan sejak
saat diterimanya permohonan
pengembalian kelebihan pajak.

Dalam hal permohonan
pengembalian pendahuluan
kelebihan pembayaran pajak
melewati jangka waktu, maka
permohonan dianggap
dikabulkan, dan Direktur
Jenderal Pajak menerbitkan
Surat Keputusan Pengembalian
Pendahuluan Kelebihan Pajak
setelah jangka waktu
sebagaimana diatas.

Pengusaha Kena Pajak menyampaikan
permohonan ke Kepala Kantor Pelayanan
Pajak di tempat Pengusaha Kena Pajak
dikukuhkan.

1. Surat
Keputusan
Pengembalian
Pendahuluan
Kelebihan
Pajak
(SKPPKP);

2. Surat
Pemberitahuan
Tidak Dapat
Diberikan
Pengembalian
Pendahuluan
atau Tidak
Terdapat
Kelebihan
Pembayaran
Pajak.

Tidak ada
biaya/tarif.

32. Pengembalian PPN bagi
Turis (VAT Refund for
Tourists)

Paling lama 1 (satu) bulan sejak
diterimanya permohonan secara
lengkap.

Orang Pribadi Pemegang Paspor Luar Negeri
mengajukan langsung saat akan
meninggalkan Indonesia melalui Unit
Penyelenggara Restitusi Pajak Pertambahan

1. Nota
Persetujuan
Pengembalian
Kelebihan PPN;

Tidak ada
biaya/tarif.
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Nilai (UPRPPN) yang ada di bandar udara:

1. Bandara Soekarno-Hatta;
2. Bandara Ngurah Rai;
3. Bandara Kualanamu;
4. Bandara Yogyakarta International

Airport;
5. Bandara Juanda.

2. Surat
Ketetapan
Pajak Lebih
Bayar PPN.

33. Pengembalian atas
Keputusan/Putusan
Keberatan/ Banding/PK
Pasal 36/Pembetulan
Pasal 16

Paling lama 5 (lima) hari kerja
sejak diterbitkannya keputusan,
atau dalam hal putusan
banding dan PK sejak diterima
oleh unit DJP yang berwenang
menangani.

Layanan ini diberikan kepada Wajib Pajak
terkait pengembalian kelebihan pajak yang
dilakukan atas Keputusan/Putusan
Keberatan/Banding/ Peninjauan Kembali
Pasal 36/Pembetulan Pasal 16.

Penghitungan
Lebih Bayar

(Lampiran VI SE-
03/PJ.951/1994).

Tidak ada
biaya/tarif.

34. Pengembalian
Kelebihan Pembayaran
Pajak yang Seharusnya
Tidak Terutang Atas
Pembayaran Pajak Oleh
Pihak Pembayar

Paling lama 3 (tiga) bulan sejak
permohonan diterima secara
lengkap.

Wajib Pajak mengajukan permohonan
pengembalian:

1. Secara langsung ke:
a. KPP tempat Wajib Pajak terdaftar;

atau
b. KPP yang wilayah kerjanya meliputi

tempat tinggal orang pribadi atau
tempat kedudukan badan, dalam hal
orang pribadi atau badan tersebut
tidak diwajibkan memiliki NPWP;

2. Pos dengan bukti pengiriman surat;
atau

3. Perusahaan jasa ekspedisi atau jasa
kurir dengan bukti pengiriman surat.

SKPLB atau Surat
Pemberitahuan
Penolakan
Pengembalian Atas
Kelebihan
Pembayaran Pajak
yang Seharusnya
Tidak Terutang
(dalam hal laporan
hasil penelitian
tidak terdapat
kelebihan
pembayaran pajak
yang seharusnya
tidak terutang).

Tidak ada
biaya/tarif.
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35. Pengembalian
Kelebihan Pembayaran
Pajak yang Seharusnya
Tidak Terutang atas
Kelebihan Pajak Dalam
Rangka Impor

Paling lama 3 (tiga) bulan sejak
permohonan diterima secara
lengkap.

Wajib Pajak mengajukan permohonan
pengembalian:

1. Secara langsung ke KPP tempat Wajib
Pajak terdaftar;

2. Pos dengan bukti pengiriman surat;
atau

3. Perusahaan jasa ekspedisi atau jasa
kurir dengan bukti pengiriman surat.

SKPLB atau Surat
Pemberitahuan
Penolakan
Pengembalian Atas
Kelebihan
Pembayaran Pajak
yang Seharusnya
Tidak Terutang
(dalam hal laporan
hasil penelitian
tidak terdapat
kelebihan
pembayaran pajak
yang seharusnya
tidak terutang).

Tidak ada
biaya/tarif.

36. Pengembalian
Kelebihan Pembayaran
Pajak yang Seharusnya
Tidak Terutang Atas
Kesalahan Pemotongan
atau Pemungutan PPh,
PPN, atau PPnBM

Paling lama 3 (tiga) bulan sejak
permohonan diterima secara
lengkap.

Wajib Pajak mengajukan permohonan
pengembalian:

1. Secara langsung ke KPP tempat Wajib
Pajak yang dipotong atau dipungut
terdaftar;

2. Pos dengan bukti pengiriman surat; atau
3. Perusahaan jasa ekspedisi atau jasa

kurir dengan bukti pengiriman surat.

SKPLB atau Surat
Pemberitahuan
Penolakan
Pengembalian Atas
Kelebihan
Pembayaran Pajak
yang Seharusnya
Tidak Terutang
(dalam hal laporan
hasil penelitian
tidak terdapat
kelebihan
pembayaran pajak
yang seharusnya
tidak terutang).

Tidak ada
biaya/tarif.
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37. Pengembalian
Kelebihan Pembayaran
Pajak yang Seharusnya
Tidak Terutang Atas
Kesalahan Pemotongan
atau Pemungutan Pajak
terhadap Subjek Pajak
Luar Negeri yang
Memiliki Bentuk Usaha
Tetap di Indonesia

Paling lama 3 (tiga) bulan sejak
permohonan diterima secara
lengkap.

Wajib Pajak mengajukan permohonan
pengembalian:

1. Secara langsung ke KPP tempat bentuk
usaha tetap terdaftar;

2. Pos dengan bukti pengiriman surat; atau
3. Perusahaan jasa ekspedisi atau jasa

kurir dengan bukti pengiriman surat.

SKPLB atau Surat
Pemberitahuan
Penolakan
Pengembalian Atas
Kelebihan
Pembayaran Pajak
yang Seharusnya
Tidak Terutang
(dalam hal laporan
hasil penelitian
tidak terdapat
kelebihan
pembayaran pajak
yang seharusnya
tidak terutang).

Tidak ada
biaya/tarif.

38. Pengembalian
Kelebihan Pembayaran
Pajak yang Seharusnya
Tidak Terutang Atas
Kesalahan Pemotongan
atau Pemungutan Pajak
terhadap Subjek Pajak
Luar Negeri yang Tidak
Memiliki Bentuk Usaha
Tetap di Indonesia

Paling lama 3 (tiga) bulan sejak
permohonan diterima secara
lengkap.

Wajib Pajak mengajukan permohonan
pengembalian:

1. Secara langsung ke KPP tempat Wajib
Pajak yang melakukan pemotongan atau
pemungutan terdaftar;

2. Pos dengan bukti pengiriman surat;
atau

3. Perusahaan jasa ekspedisi atau jasa
kurir dengan bukti pengiriman surat.

SKPLB atau Surat
Pemberitahuan
Penolakan
Pengembalian Atas
Kelebihan
Pembayaran Pajak
yang Seharusnya
Tidak Terutang
(dalam hal laporan
hasil penelitian
tidak terdapat
kelebihan
pembayaran pajak
yang seharusnya
tidak terutang).

Tidak ada
biaya/tarif.
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39. Pengembalian
Kelebihan Pembayaran
Pajak yang Seharusnya
Tidak Terutang Atas
Kesalahan Pemotongan
atau Pemungutan Pajak
terhadap Orang Pribadi
atau Badan yang Tidak
Diwajibkan Memiliki
NPWP

Paling lama 3 (tiga) bulan sejak
permohonan diterima secara
lengkap.

Wajib Pajak mengajukan permohonan
pengembalian:

1. Secara langsung ke KPP tempat Wajib
Pajak yang melakukan pemotongan atau
pemungutan terdaftar atau Pengusaha
Kena Pajak yang melakukan
pemungutan dikukuhkan;

2. Pos dengan bukti pengiriman surat;
atau

3. Perusahaan jasa ekspedisi ata jasa kurir
dengan bukti pengiriman surat.

Surat Ketetapan
Pajak Lebih Bayar
atau Surat
Pemberitahuan
Penolakan.

Tidak ada
biaya/tarif.

40. Pemberian Imbalan
Bunga

Surat Keputusan Penghitungan
Pemberian Imbalan Bunga
(SKPPIB) dan Surat Perintah
Membayar Imbalan Bunga
(SPMIB) diterbitkan paling lama
1 (satu) bulan sejak penerbitan
Surat Keputusan Pemberian
Imbalan Bunga (SKPIB).

Wajib Pajak menyampaikan permohonan
imbalan bunga ke KPP tempat Wajib Pajak
terdaftar.

Surat Keputusan
Penghitungan
Pemberian Imbalan
Bunga (SKPPIB)
dan Surat Perintah
Membayar Imbalan
Bunga (SPMIB)
diterbitkan paling
lama 1 (satu) bulan
sejak penerbitan
Surat Keputusan
Pemberian Imbalan
Bunga (SKPIB).

Tidak ada
biaya/tarif.

41. Pemberitahuan
Perpanjangan Jangka
Waktu Penyampaian
SPT Tahunan

Paling lama 7 (tujuh) hari kerja
sejak Pemberitahuan
Perpanjangan SPT Tahunan
diterima lengkap

1. Petugas menerima Pemberitahuan
Perpanjangan SPT Tahunan yang
disampaikan secara langsung oleh
WP/Kuasanya baik SPT kertas maupun
dalam bentuk elektronik;

2. Petugas mengecek validitas NPWP;

Surat Jawaban
Pemberitahuan
Perpanjangan SPT
Tahunan.

Tidak ada
biaya/tarif.
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3. Petugas meneliti kelengkapan dan
mengecek persyaratan penyampaian
Pemberitahuan Perpanjangan SPT
Tahunan;

4. Kepala KPP menerbitkan surat jawaban
kepada Wajib Pajak.

42. Izin Pembubuhan
Tanda Bea Meterai
Lunas dengan Mesin
Teraan Meterai Digital

Paling lambat 7 (tujuh) hari
sejak surat permohonan izin
diterima lengkap.

Wajib Pajak menyampaikan permohonan
izin kepada Kepala KPP yang wilayah
kerjanya meliputi domisili atau tempat
tinggal Wajib Pajak.

1. Surat
Izin/Penolakan
Pembubuhan
Tanda Bea
Meterai Lunas
Dengan Mesin
Teraan Meterai
Digital;

2. Kode Deposit.

Tidak ada
biaya/tarif.

43. Pembetulan Izin
Pembubuhan Tanda
Bea Meterai Lunas
Dengan Mesin Teraan
Meterai Digital
Berdasarkan
Permohonan Wajib
Pajak

Paling lambat 10 (sepuluh) hari
kerja sejak Surat Permohonan
Wajib Pajak diterima secara
lengkap oleh Kantor Pelayanan
Pajak.

Wajib Pajak mengajukan permohonan
pembetulan izin pembubuhan tanda Bea
Meterai Lunas dengan mesin teraan meterai
digital ke Kepala KPP tempat surat izin
pembubuhan diterbitkan.

Surat Pencabutan
Izin Pembubuhan
Tanda Bea Meterai
Lunas Dengan
Mesin Teraan
Meterai Digital
hasil pembetulan.

Tidak ada
biaya/tarif.

44. Pencabutan Izin
Pembubuhan Tanda
Bea Meterai Lunas
Dengan Mesin Teraan
Meterai Digital
Berdasarkan
Permohonan Wajib
Pajak

Paling lambat dalam jangka
waktu 10 (sepuluh) hari kerja
sejak surat permohonan Wajib
Pajak diterima secara lengkap.

Wajib Pajak mengajukan permohonan
pencabutan surat izin pembubuhan tanda
bea meterai lunas dengan mesin teraan
meterai digital ke Kepala KPP tempat Surat
izin pembubuhan diterbitkan.

Surat Pencabutan
Izin Pembubuhan
Tanda Bea Meterai
Lunas Dengan
Mesin Teraan
Meterai Digital.

Tidak ada
biaya/tarif.
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45. Izin Pembubuhan
Tanda Bea Meterai
Lunas Dengan Sistem
Komputerisasi

Paling lambat 7 (tujuh) hari
sejak surat permohonan izin
diterima lengkap.

Wajib Pajak mengajukan permohonan izin
pembubuhan tanda Bea Meterai lunas
dengan sistem komputerisasi disampaikan
kepada Kepala KPP yang wilayah kerjanya
meliputi domisili atau tempat tinggal Wajib
Pajak.

Surat
Izin/Penolakan
Pembubuhan
Tanda Bea Meterai
Lunas Dengan
Sistem
Komputerisasi.

Tidak ada
biaya/tarif.

46. Izin Pembubuhan
Tanda Bea Meterai
Lunas Dengan
Teknologi Percetakan

Paling lambat 7 (tujuh) hari
sejak Surat Permohonan Izin
diterima lengkap.

Wajib Pajak mengajukan permohonan izin
pembubuhan tanda Bea Meterai lunas
dengan teknologi percetakan tertulis kepada
Direktur Jenderal Pajak melalui Kepala KPP
pelaksana pembubuhan.

Surat
Izin/Penolakan
Pembubuhan
Tanda Bea Meterai
Lunas dengan
Teknologi
Percetakan.

Tidak ada
biaya/tarif.

47. Izin sebagai pelaksana
Pembubuhan Tanda
Bea Meterai Lunas
Dengan Teknologi
Percetakan

Paling lambat 7 (tujuh) hari
sejak Surat Permohonan Izin
diterima lengkap.

Wajib Pajak mengajukan permohonan izin
sebagai pelaksana Pembubuhan Tanda Bea
Meterai Lunas dengan Teknologi Percetakan
tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak
melalui Kepala KPP Pelaksana
Pembubuhan.

Surat
Izin/Penolakan
sebagai pelaksana
Pembubuhan
Tanda Bea Meterai
Lunas dengan
Teknologi
Percetakan.

Tidak ada
biaya/tarif.

48. Penetapan Wajib Pajak
Dengan Kriteria
Tertentu

Paling lambat 1 (satu) bulan
setelah tanggal permohonan
diterima.

Wajib Pajak menyampaikan permohonan
sebagai Wajib Pajak Kriteria Tertentu:

1. secara langsung ke Tempat Pelayanan
Terpadu (TPT); dan

2. melalui Pos atau perusahaan jasa
ekspedisi atau jasa kurir atau melalui
cara lain.

1. Surat
Keputusan
Penetapan
sebagai Wajib
Pajak Kriteria
Tertentu;
(Lampiran
huruf B PMK-

Tidak ada
biaya/tarif.



- 42 -

paling lambat tanggal 10 Januari pada
tahun penetapan sebagai Wajib Pajak
Kriteria Tertentu.

39/PMK.03/20
18) dan

2. Surat
Pemberitahuan
Penolakan
Penetapan
sebagai Wajib
Pajak Kriteria
Tertentu.
(Lampiran
huruf C PMK-
39/PMK.03/20
18)

49. Penetapan Pengusaha
Kena Pajak Berisiko
Rendah (perusahaan
yang sahamnya
diperdagangkan di
bursa efek di Indonesia)

paling lambat 15 (lima belas)
hari kerja setelah tanggal
permohonan diterima secara
lengkap.

PKP menyampaikan permohonan sebagai
PKP Berisiko Rendah:
1. secara langsung ke Tempat Pelayanan

Terpadu (TPT); dan
2. melalui Pos atau perusahaan jasa

ekspedisi atau jasa kurir atau melalui
cara lain.

1. Surat
Keputusan
Penetapan
sebagai Wajib
Pajak Kriteria
Tertentu
(Lampiran
huruf B PMK-
39/PMK.03/20
18); dan

2. Surat
Pemberitahuan
Penolakan
Penetapan
sebagai Wajib
Pajak Kriteria
Tertentu.
(Lampiran

Tidak ada
biaya/tarif.
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huruf C PMK-
39/PMK.03/20
18).

50. Penetapan Atas Saat
Mulainya Penyusutan
Harta Berwujud yang
Dapat Dilakukan Pada
Bulan Digunakan atau
Bulan Mulai
Menghasilkan

Paling lama 1 (satu) bulan sejak
permohonan tertulis dan
lampirannya diterima secara
lengkap.

Wajib Pajak  mengajukan permohonan
untuk penetapan saat mulainya penyusutan
harta berwujud tertentu kepada Direktur
Jenderal Pajak melalui Kepala Kantor
Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak yang
bersangkutan terdaftar dengan status
domisili/pusat (kode status pada NPWP
000).

1. Surat
Keputusan
Persetujuan/Pe
rsetujuan
Sebagian
Penetapan Saat
Mulainya
Penyusutan
Harta
Berwujud yang
Dapat
Dilakukan
pada Bulan
Digunakan
atau Bulan
Mulai
Menghasilkan;

2. Surat
Keputusan
Penolakan Saat
Mulainya
Penyusutan
Harta
Berwujud yang
Dapat
Dilakukan
pada Bulan
Digunakan

Tidak ada
biaya/tarif.
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atau Bulan
Mulai
Menghasilkan.

51. Surat Keterangan Fiskal 1. Apabila permohonan
disampaikan melalui laman
Direktorat Jenderal Pajak,
SKF/Surat Penolakan SKF
secara otomatis diterbitkan
oleh sistem segera setelah
permohonan disampaikan;

2. Apabila permohonan
disampaikan secara
langsung ke KPP/KP2KP,
SKF/Surat Penolakan SKF
diterbitkan paling lama 3
(tiga) hari kerja setelah
permohonan Wajib Pajak
diterima secara lengkap.

1. Wajib Pajak mengajukan permohonan
melalui laman Direktorat Jenderal
Pajak;

2. Apabila Wajib Pajak tidak dapat
mengakses laman tersebut, Wajib Pajak
mengajukan permohonan tertulis
secara langsung ke Kantor Pelayanan
Pajak (KPP)/Kantor Pelayanan,
Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan
(KP2KP) yang ditujukan kepada
Direktur Jenderal Pajak c.q. Kepala KPP
tempat permohonan diajukan.

1. Surat
Keterangan
Fiskal;

2. Surat
Penolakan
Surat
Keterangan
Fiskal.

Tidak ada
biaya/tarif.

52. Surat Keterangan
Pemenuhan Kewajiban
Perpajakan Bakal Calon
Kepala Daerah

Paling lama 1 (satu) hari kerja
setelah permohonan diterima
oleh KPP.

Bakal calon kepala daerah mengajukan
permohonan kepada Kepala KPP di mana
bakal calon kepala daerah terdaftar sebagai
Wajib Pajak dan menyampaikan
permohonan dimaksud secara langsung
melalui Tempat Pelayanan Terpadu.

Surat Keterangan
pemenuhan
kewajiban
perpajakan

Tidak ada
biaya/tarif.

53. Permohonan SKB PPh
Pasal 21/Pasal 22
selain impor, Pasal 22
impor/PPh Pasal 23

Paling lama 5 (lima) hari sejak
Pemberitahuan permohonan
diterima lengkap. Dalam hal
jangka waktu terlewati,
permohonan dianggap diterima
dan Kepala KPP menerbitkan
SKB paling lama  2 (dua) hari

Wajib Pajak mengajukan permohonan Surat
Keterangan Bebas ke KPP tempat Wajib
Pajak terdaftar.
Syarat/kriteria pengajuan permohonan:
1. Satu permohonan diajukan untuk setiap

jenis pemotongan dan/atau
pemungutan;

Surat Keterangan
Bebas/Surat
Penolakan
Permohonan Surat
Keterangan Bebas.

Tidak ada
biaya/tarif.
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kerja sejak terlewatinya jangka
waktu tersebut.

2. Wajib Pajak telah menyampaikan SPT
Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak
terakhir sebelum tahun diajukan
permohonan.

54. SKB PPh Pasal 22 atas
Impor Emas Batangan
dari Wajib Pajak yang
Bergerak dalam Bidang
Industri Perhiasan
Emas Untuk Tujuan
Ekspor

Paling lama 1 (satu) bulan sejak
permohonan Wajib Pajak
diterima secara lengkap. Dalam
hal jangka waktu terlewati,
permohonan dianggap diterima
dan Kepala KPP menerbitkan
SKB paling lama  2 (dua) hari
kerja sejak terlewatinya jangka
waktu tersebut.

Wajib Pajak mengajukan permohonan Surat
Keterangan Bebas ke KPP tempat Wajib
Pajak terdaftar.

Surat Keterangan
Bebas/Surat
Penolakan
Permohonan Surat
Keterangan Bebas.

Tidak ada
biaya/tarif.

55. Permohonan SKB
Pemotongan Pajak
Penghasilan atas Bunga
Deposito dan Tabungan
Serta Diskonto
Sertifikat Bank
Indonesia yang Diterima
atau Diperoleh Dana
Pensiun yang
Pendiriannya telah
Disahkan oleh Menteri
Keuangan

Paling lama 3 (tiga) hari kerja
sejak permohonan diterima.

Dana Pensiun dapat memperoleh SKB
untuk setiap bank dengan mengajukan
permohonan melalui laman Direktorat
Jenderal Pajak. Dalam hal Dana Pensiun
tidak mengakses laman sebagaimana
dimaksud, Dana Pensiun dapat mengajukan
permohonan tertulis penerbitan SKB secara
langsung ke Kantor Pelayanan Pajak tempat
Dana Pensiun terdaftar sebagai Wajib Pajak
berstatus pusat.

Surat Keterangan
Bebas/Surat
Penolakan
Permohonan Surat
Keterangan Bebas.

Tidak ada
biaya/tarif.

56. Surat Keterangan Bebas
PPh atas Penghasilan
dari Pengalihan Hak
atas Tanah dan atau
Bangunan

Dalam jangka waktu 3 (tiga)
hari kerja setelah permohonan
diterima secara lengkap. Dalam
hal jangka waktu terlewati,
permohonan dianggap diterima
dan Kepala KPP menerbitkan
SKB paling lama  2 (dua) hari

Wajib Pajak mengajukan permohonan Surat
Keterangan Bebas ke KPP orang pribadi
atau badan yang bersangkutan terdaftar
atau bertempat tinggal.

Surat Keterangan
Bebas/Surat
Penolakan
Permohonan Surat
Keterangan Bebas.

Tidak ada
biaya/tarif.
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kerja sejak terlewatinya jangka
waktu tersebut.

57. Surat Keterangan Bebas
PPh atas Penghasilan
dari Pengalihan Hak
atas Tanah dan/atau
Bangunan Bagi Wajib
Pajak ya Usaha
Pokoknya Melakukan
Pengalihan Hak atas
Tanah dan/atau
Bangunan

Paling lama 10 (sepuluh) hari
kerja sejak permohonan Wajib
Pajak diterima secara lengkap.
Dalam hal jangka waktu
sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) Kepala Kantor
Pelayanan Pajak tidak
memberikan keputusan,
permohonan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)
dianggap dikabulkan dan
Kepala Kantor Pelayanan Pajak
harus menerbitkan surat
keterangan bebas pembayaran
Pajak Penghasilan yang bersifat
final paling lama 3 (tiga) hari
kerja terhitung sejak jangka
waktu sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berakhir.

Wajib Pajak mengajukan permohonan Surat
Keterangan Bebas ke KPP tempat Wajib
Pajak terdaftar.

Surat Keterangan
Bebas/Surat
Penolakan
Permohonan Surat
Keterangan Bebas.

Tidak ada
biaya/tarif.

58. Surat Keterangan Bebas
PPN atas Impor
dan/atau Penyerahan
Barang Kena Pajak
Tertentu dan/atau
Penyerahan Jasa Kena
Pajak Tertentu

Keputusan diberikan dalam
jangka waktu 5 (lima) hari kerja
setelah surat permohonan
diterima secara lengkap.

Bendaharawan mengajukan permohonan
SKB PPN kepada Direktur Jenderal Pajak
c.q. Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat
Bendaharawan Kementerian Pertahanan
atau Bendaharawan TNI atau
Bendaharawan POLRI atau orang atau
badan terdaftar.

Surat Keterangan
Bebas/Surat
Penolakan
Permohonan Surat
Keterangan Bebas.

Tidak ada
biaya/tarif.
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59. SKB Pajak
Pertambahan Nilai atau
Pajak Pertambahan
Nilai dan Pajak
Penjualan Atas Barang
Mewah Kepada
Perwakilan Negara
Asing dan Badan
Internasional Serta
Pejabatnya

Paling lama 30 (tiga puluh) hari
kerja sejak permohonan
diterima secara lengkap.

1. Perwakilan Negara Asing dan Badan
Internasional serta Pejabatnya
mengajukan permohonan pembebasan
PPN atau PPN dan PPnBM kepada
Menteri Keuangan melalui Menteri Luar
Negeri atau Menteri Sekretaris Negara;

2. Menteri Luar Negeri atau Menteri
Sekretaris Negara atau pejabat yang
ditunjuk menyampaikan permohonan
pembebasan PPN atau PPN dan PPnBM
kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Badan dan Orang Asing;

3. Kantor Pelayanan Pajak Badan dan
Orang Asing menerima dan meneliti
permohonan;

4. Berdasarkan penelitian, Kantor
Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing
menerbitkan Surat Keterangan Bebas
atau Surat Penolakan permohonan
berdasarkan penelitian.

1. Surat
Keterangan
Bebas Pajak
Pertambahan
Nilai atau Pajak
Pertambahan
Nilai dan Pajak
Penjualan atas
Barang Mewah,
dalam hal
permohonan
dikabulkan
sebagian atau
seluruhnya
(Lampiran PMK-
162/PMK.03/2
014); atau

2. Surat
penolakan,
dalam hal
permohonan
tidak
dikabulkan
dengan disertai
alasan
penolakan.

Tidak ada
biaya/tarif.

60. Surat Keterangan Bebas
PPnBM atas Impor atau
Penyerahan Kendaraan
Ambulan, Kendaraan
Jenazah, Kendaraan
Pemadam Kebakaran,

Paling lama 10 (sepuluh) hari
kerja setelah surat permohonan
diterima dengan lengkap.

1. Permohonan diajukan oleh Orang
Pribadi atau Badan yang melakukan
impor atau yang menerima penyerahan
kepada Direktur Jenderal Pajak c.q.
Kepala Kantor Pelayanan Pajak di

1. Surat
Keterangan
Bebas Pajak
Pertambahan
Nilai dan Pajak

Tidak ada
biaya/tarif.
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Kendaraan Tahanan,
dan Kendaraan
Angkutan Umum

tempat Orang Pribadi atau Badan yang
melakukan impor atau yang menerima
penyerahan kendaraan;

2. Permohonan yang diajukan harus
dilengkapi dengan dokumen persyaratan
pelayanan;

3. Kantor Pelayanan Pajak menerima dan
meneliti permohonan;

4. Berdasarkan penelitian, Kantor
Pelayanan Pajak menerbitkan Surat
Keterangan Bebas atau Surat Penolakan
permohonan berdasarkan penelitian.

Penjualan atas
Barang Mewah,
dalam hal
permohonan
dikabulkan
sebagian atau
seluruhnya;
atau

2. Surat
penolakan,
dalam hal
permohonan
tidak
dikabulkan
dengan disertai
alasan
penolakan.

61. Surat Keterangan Bebas
PPnBM atas Impor atau
Penyerahan Kendaraan
Protokoler Kenegaraan,
Kendaraan Dinas atau
Kendaraan Patroli
TNI/Polri

Paling lama 10 (sepuluh) hari
kerja setelah surat permohonan
diterima dengan lengkap.

1. Permohonan pengembalian diajukan
secara tertulis kepada Direktur Jenderal
Pajak c.q. Kepala KPP di mana
Bendaharawan TNI/POLRI atau
Bendaharawan Sekretariat Negara
terdaftar;

2. Permohonan yang diajukan harus
dilengkapi dengan dokumen persyaratan
pelayanan;

3. Kantor Pelayanan Pajak menerima dan
meneliti permohonan;

4. Berdasarkan penelitian, Kantor
Pelayanan Pajak menerbitkan Surat
Keterangan Bebas atau Surat Penolakan

1. Surat
Keterangan
Bebas Pajak
Pertambahan
Nilai dan Pajak
Penjualan atas
Barang Mewah,
dalam hal
permohonan
dikabulkan
sebagian atau
seluruhnya;
atau

2. Surat

Tidak ada
biaya/tarif.



- 49 -

permohonan berdasarkan penelitian. penolakan,
dalam hal
permohonan
tidak
dikabulkan
dengan disertai
alasan
penolakan.

62. Surat Keterangan
Domisili SPDN

Paling lama 5 (lima) hari kerja
setelah menerima permohonan
Wajib Pajak secara lengkap.

1. Wajib Pajak dapat mengajukan
permohonan penerbitan SKD SPDN
secara langsung kepada Direktur
Jenderal Pajak melalui Kepala KPP
Domisili;

2. KPP Domisili melakukan penelitian
permohonan penerbitan SKD SPDN;

3. Berdasarkan hasil penelitian, Kepala
KPP Domisili atas nama Direktur
Jenderal Pajak dapat menerbitkan:
a. SKD SPDN, dalam hal permohonan

penerbitan SKD SPDN memenuhi
ketentuan; atau

b. surat penolakan permohonan
penerbitan SKD SPDN.

1. SKD SPDN;
atau

2. surat penolakan
permohonan
penerbitan SKD
SPDN.

Tidak ada
biaya/tarif.

63. Surat Dispensasi atas
Pengalihan Barang
Kena Pajak
sebagaimana atau
pengalihmanfaatan
Jasa Kena Pajak ya
dilakukan kepada
sesama Perwakilan
Negara Asing, Badan

Paling lama 30 (tiga puluh) hari
kerja sejak permohonan
Perwakilan Negara Asing, Badan
Internasional, Pejabat
Perwakilan Negara Asing,
dan/atau Pejabat Badan
Internasional penerima
pemindahtanganan BKP atau

1. Perwakilan Negara Asing, Badan
Internasional, Pejabat Perwakilan
Negara Asing, dan/atau Pejabat Badan
Internasional penerima
pemindahtanganan BKP atau penerima
pengalihmanfaatan JKP mengajukan
permohonan Surat Dispensasi kepada
Menteri Keuangan melalui Menteri Luar

1. Surat
Dispensasi,
dalam hal
permohonan
dikabulkan;
atau

2. Surat
penolakan,

Tidak ada
biaya/tarif.
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Internasional, Pejabat
Perwakilan Negara
Asing, dan/atau Pejabat
Badan Internasional,
Pajak Pertambahan
Nilai atau Pajak
Pertambahan Nilai dan
Pajak Penjualan atas
Barang Mewah

penerima pengalihmanfaatan
JKP diterima secara lengkap.

Negeri atau Menteri Sekretaris Negara
sebelum perolehan BKP dan/atau JKP;

2. Menteri Luar Negeri atau Menteri
Sekretaris Negara atau pejabat yang
ditunjuk menyampaikan permohonan
Surat Dispensasi kepada Kepala Kantor
Pelayanan Pajak Badan dan Orang
Asing;

3. Kantor Pelayanan Pajak Badan dan
Orang Asing menerima dan meneliti
permohonan;

4. Berdasarkan penelitian, Kantor
Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing
menerbitkan Surat Keterangan Bebas
atau Surat Penolakan permohonan
berdasarkan penelitian.

dalam hal
permohonan
tidak
dikabulkan
(Lampiran III
PMK-
160/PMK.03/2
014).

64. Surat Keterangan
Penelitian Formal Bukti
Pemenuhan Kewajiban
Penyetoran PPh atas
Pengalihan Hak atas
Tanah dan/atau
Bangunan atau
Perubahan Perjanjian
Pengikatan Jual Beli
atas Tanah dan/atau
Bangunan

Paling lama 3 (tiga) hari kerja
sejak tanggal permohonan
penelitian diterima lengkap.

1. Jika tidak mengakses laman DJP, orang
pribadi atau badan harus
menyampaikan permohonan penelitian
bukti pemenuhan kewajiban penyetoran
Pajak Penghasilan secara langsung ke
Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah
kerjanya meliputi lokasi tanah dan/atau
bangunan;

2. Dalam hal permohonan disampaikan
oleh Wajib Pajak badan, permohonan
ditandatangani oleh pimpinan tertinggi
atau pengurus yang diberikan
wewenang untuk menjalankan kegiatan
yang berkaitan dengan perpajakan;

3. Dalam hal orang pribadi atau badan

1. Pemenuhan
Kewajiban
Penyetoran
Pajak
Penghasilan;
atau

2. Surat
Pemberitahuan
Permohonan
Penelitian Tidak
Lengkap
dan/atau Tidak
Sesuai.

Tidak ada
biaya/tarif.
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yang mengalihkan tidak diketahui
keberadaannya:
a. surat permohonan dapat

ditandatangani pihak lain (pejabat
lelang, pembeli, atau ahli waris) yang
melakukan penyetoran atas nama
orang pribadi atau badan yang
melakukan pengalihan hak;

b. daftar isian mengenai pihak yang
mengalihkan tanah dan/atau
bangunan diisi dengan identitas
orang pribadi atau badan yang
mengalihkan hak.

65. Kesepakatan Harga
Transfer (Advance
Pricing Agreement)

Perundingan APA Unilateral
harus:
1. dimulai paling lambat 6

(enam) bulan sejak Wajib
Pajak menyampaikan
kelengkapan permohonan
APA;

2. diselesaikan dalam jangka
waktu 12 (dua belas) bulan
sejak dimulainya
perundingan APA.

Perundingan APA Bilateral
dilakukan sesuai dengan
ketentuan peraturan
perundang-undangan yang
mengatur mengenai MAP, yang
mana berdasarkan PMK-
49/PMK.03/2019 menjelaskan

Permohonan disampaikan kepada Direktur
Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan
Pajak tempat Wajib Pajak Terdaftar.

1. Naskah APA
dengan
menerbitkan
keputusan
pemberlakuan
APA dalam
jangka waktu
paling lama 1
(satu) bulan
sejak Naskah
APA
ditandatangani;
atau

2. Persetujuan
Bersama
dengan
menerbitkan
surat

Tidak ada
biaya/tarif.
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bahwa Direktur Jenderal Pajak
melaksanakan perundingan
dengan Pejabat Berwenang
Mitra P3B dalam batas waktu
selama 24 (dua puluh empat)
bulan terhitung sejak:
1. diterimanya permintaan

pelaksanaan MAP secara
tertulis dari Pejabat
Berwenang Mitra P3B; atau

2. disampaikannya permintaan
pelaksanaan MAP secara
tertulis kepada Pejabat
Berwenang Mitra P3B.

keputusan
pemberlakuan
APA sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-
undangan
perpajakan
yang mengatur
mengenai
prosedur
persetujuan
bersama; atau

3. Pemberitahuan
tertulis
mengenai
penghentian
proses APA.

66. Permintaan keterangan
Wajib Pajak Dalam
Rangka Pengajuan
Keberatan

1. Penyampaian Surat Jawaban
Permintaan Keterangan paling
lama 15 (lima belas) hari kerja
sejak Surat Permintaan
Keterangan diterima (dalam
hal Unit Pelaksana
Pemeriksaan berada di KPP);

2. Penerusan Surat Permintaan
Permintaan Keterangan paling
lama 5 (lima) hari kerja sejak
Surat Permintaan Keterangan
diterima (dalam hal Unit

Wajib Pajak menyampaikan permintaan
keterangan melalui KPP tempat Wajib Pajak
terdaftar dan/atau tempat Pengusaha Kena
Pajak dikukuhkan.

Surat Jawaban
Permintaan
Keterangan.

Tidak ada
biaya/tarif.
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Pelaksana Pemeriksaan tidak
berada di KPP).

67. Keberatan Paling lama 12 (dua belas)
bulan sejak tanggal Surat
Keberatan diterima Direktur
Jenderal Pajak dalam jangka
waktu harus memberikan
keputusan atas keberatan yang
diajukan.

Wajib Pajak menyampaikan Surat Keberatan
ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar
dan/atau tempat Pengusaha Kena Pajak
dikukuhkan yang dapat dilakukan:
1. secara langsung;
2. melalui pos dengan bukti pengiriman

surat;
3. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau

jasa kurir dengan bukti pengiriman
surat;

4. melalui laman DJP Online (e-Objection).

Surat Keputusan
Keberatan.

Tidak ada
biaya/tarif.

68. Pencabutan Keberatan Paling lama 5 (lima) hari kerja
sejak tanggal diterimanya surat
permohonan pencabutan
keberatan.

Wajib Pajak menyampaikan pencabutan
permohonan keberatan ke KPP tempat
Wajib Pajak terdaftar dengan tembusan
kepada Direktur Jenderal Pajak dan Kepala
Kantor Wilayah DJP yang merupakan
atasan Kepala KPP.

Surat Jawaban
terhadap
permohonan
Pencabutan
Keberatan.

Tidak ada
biaya/tarif.

69. Permintaan Keterangan
Wajib Pajak Dalam
Rangka Banding

Paling lama 15 (lima belas) hari
kerja setelah tanggal
penerimaan permintaan
keterangan dan/atau dengan
mempertimbangkan batas
waktu pengajuan banding Wajib
Pajak, kepala unit pelaksana
peneliti keberatan atas nama
Direktur Jenderal Pajak
memberikan tanggapan.

Wajib Pajak menyampaikan permintaan
keterangan melalui KPP tempat Wajib Pajak
terdaftar dan/atau tempat Pengusaha Kena
Pajak dikukuhkan.

Surat tanggapan
atas permintaan
keterangan Wajib
Pajak dalam
rangka pengajuan
banding.

Tidak ada
biaya/tarif.
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70. Permohonon
Pembetulan Surat
Tagihan Pajak/Surat
Ketetapan Pajak/Surat
Keputusan Pajak (Pasal
16 UU KUP)

1. Pengembalian Permohonan
Pembetulan paling lama 5
hari kerja setelah tanggal
diterimanya surat
Permohonan di KPP terdaftar;

2. Direktur Jenderal Pajak
harus menerbitkan Surat
Keputusan Pembetulan
dalam jangka waktu paling
lama 6 (enam) bulan sejak
tanggal surat permohonan
pembetulan diterima.

Wajib Pajak menyampaikan permohonan ke
KPP tempat Wajib Pajak terdaftar dan/atau
tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan
melalui:
1. secara langsung;
2. melalui pos dengan bukti pengiriman

surat; atau
3. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau

jasa kurir dengan bukti pengiriman surat
atau e-filing.

1. Pengembalian
Permohonan
Pembetulan
(Lampiran II
PMK-
11/PMK.03/201
3);

2. Surat
Keputusan
Pembetulan
(Lampiran III-V
PMK-
11/PMK.03/201
3).

Tidak ada
biaya/tarif.

71. Pengurangan atau
Penghapusan Sanksi
Administrasi (Pasal 36
Ayat 1a UU KUP)

Paling lama 6 (enam) bulan
sejak tanggal surat permohonan
diterima.

Wajib Pajak menyampaikan permohonan
pengurangan atau penghapusan sanksi
administrasi ke KPP tempat Wajib Pajak
terdaftar dan/atau tempat Pengusaha Kena
Pajak dikukuhkan melalui:
1. secara langsung;
2. melalui pos dengan bukti pengiriman

surat; atau
3. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau

jasa kurir dengan bukti pengiriman surat
atau e-filing.

Surat Keputusan
Pengurangan
Sanksi
Administrasi atau
Surat Keputusan
Penghapusan
Sanksi
Administrasi.

Tidak ada
biaya/tarif.

72. Pengurangan atau
Pembatalan Surat
Ketetapan Pajak yang
Tidak Benar (Pasal 36
Ayat 1b UU KUP)

Paling lama 6 (enam) bulan
sejak tanggal surat permohonan
diterima.

Wajib Pajak menyampaikan permohonan
pengurangan atau pembatalan surat
ketetapan pajak yang tidak benar ke KPP
tempat Wajib Pajak terdaftar dan/atau
tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan
melalui:

Surat Keputusan
Pengurangan
Ketetapan Pajak
atau Surat
Keputusan
Pembatalan

Tidak ada
biaya/tarif.
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1. secara langsung;
2. melalui pos dengan bukti pengiriman

surat; atau
3. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau

jasa kurir dengan bukti pengiriman surat
atau e-filing.

Ketetapan Pajak.

73. Pengurangan atau
Pembatalan Surat
Tagihan Pajak yang
Tidak Benar (Pasal 36
Ayat 1c UU KUP)

Paling lama 6 (enam) bulan
sejak tanggal surat permohonan
diterima.

Wajib Pajak menyampaikan permohonan
pengurangan atau pembatalan Surat
Tagihan Pajak ke KPP tempat Wajib Pajak
terdaftar dan/atau tempat Pengusaha Kena
Pajak dikukuhkan melalui:
1. secara langsung;
2. melalui pos dengan bukti pengiriman

surat; atau
3. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau

jasa kurir dengan bukti pengiriman surat
atau e-filing.

Surat Keputusan
Pengurangan
Ketetapan Pajak
atau Surat
Keputusan
Pembatalan
Ketetapan Pajak.

Tidak ada
biaya/tarif.

74. Pembatalan Surat
Ketetapan Pajak dari
Hasil Pemeriksaan
(Pasal 36 Ayat 1d UU
KUP) Paling lama 6 (enam) bulan

sejak tanggal surat permohonan
diterima

Wajib Pajak menyampaikan permohonan ke
KPP tempat Wajib Pajak terdaftar dan/atau
tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan
melalui:
1. secara langsung;
2. melalui pos dengan bukti pengiriman

surat; atau
3. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau

jasa kurir dengan bukti pengiriman surat
atau e-filing.

Surat Keputusan
Pembatalan
Ketetapan Pajak.

Tidak ada
biaya/tarif.

75. Pencabutan
Permohonan Pasal 36
UU KUP

Wajib Pajak dapat melakukan
pencabutan permohonan Pasal
36 UU KUP sebelum diterbitkan
surat keputusan.

Wajib Pajak menyampaikan permohonan ke
KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.

Surat Permohonan
Pencabutan Tidak
Memenuhi
Persyaratan yang

Tidak ada
biaya/tarif.
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diberikan kepada
Wajib Pajak dalam
hal permohonan
yang diajukan
tidak lengkap,
serta
diterbitkannya
laporan sumir yang
akan
menghentikan
proses Penelitian
Pengurangan –
penghapusan –
pembatalan (pasal
36 ayat (1) UU KUP
& pasal 19 UU
PBB).

76. Pengurangan Denda
Administrasi PBB (Pasal
20 UU PBB)

Paling lama 6 (enam) bulan
terhitung sejak tanggal surat
permintaan pengurangan denda
administrasi PBB diterima.

Wajib Pajak menyampaikan permintaan
pengurangan denda administrasi PBB
kepada Direktur Jenderal Pajak melalui
Kepala KPP dengan cara:
1. langsung;
2. dikirim melalui pos dengan bukti

pengiriman surat secara tercatat; atau
3. dikirim melalui perusahaan jasa

ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti
pengiriman surat.

Surat keputusan
pengurangan
denda administrasi
PBB.

Tidak ada
biaya/tarif.

77. Pengurangan Surat
Pemberitahuan Pajak
Terutang atau Surat
Ketetapan Pajak PBB

Paling lama 6 (enam) bulan
terhitung sejak tanggal surat
permintaan pengurangan SPPT
atau SKP PBB yang tidak benar

Wajib Pajak menyampaikan permintaan
pengurangan SPPT atau SKP PBB yang
tidak benar kepada Direktur Jenderal Pajak
melalui Kepala KPP dengan cara:

Surat Keputusan
Pengurangan SPPT
atau SKP PBB

Tidak ada
biaya/tarif.



- 57 -

yang Tidak Benar diterima. 1. langsung;
2. dikirim melalui pos dengan bukti

pengiriman surat secara tercatat; atau
3. dikirim melalui perusahaan jasa

ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti
pengiriman surat.

yang tidak benar.

78. Pembatalan Surat
Pemberitahuan Pajak
Terutang, Surat
Ketetapan Pajak PBB,
atau Surat Tagihan
Pajak PBB yang Tidak
Benar

Paling lama 6 (enam) bulan
terhitung sejak tanggal surat
permintaan pembatalan SPPT,
SKP PBB, atau STP PBB yang
tidak benar diterima.

Wajib Pajak menyampaikan permintaan
pembatalan SPPT, SKP PBB, atau STP PBB
yang tidak benar kepada Direktur Jenderal
Pajak melalui Kepala KPP dengan cara:
1. langsung;
2. dikirim melalui pos dengan bukti

pengiriman surat secara tercatat; atau
3. dikirim melalui perusahaan jasa

ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti
pengiriman surat.

Surat keputusan
pembatalan SPPT,
SKP PBB, atau STP
PBB yang tidak
benar.

Tidak ada
biaya/tarif.

79. Pengurangan Pajak
Bumi dan Bangunan

Paling lama 4 (empat) bulan
terhitung sejak tanggal surat
permohonan Pengurangan PBB.

Wajib Pajak menyampaikan permintaan
pengurangan PBB kepada Menteri
Keuangan dan disampaikan melalui Kepala
KPP dengan cara:
1. langsung;
2. dikirim melalui pos dengan bukti

pengiriman surat secara tercatat; atau
3. dikirim melalui perusahaan jasa

ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti
pengiriman surat.

Surat Keputusan
Pengurangan PBB.

Tidak ada
biaya/tarif.

80. Pengangsuran
Pembayaran Pajak

Paling lama 7 (tujuh) hari kerja
setelah tanggal diterima
permohonan.

Wajib Pajak menyampaikan permohonan
pengangsuran paling lama:
1. pada saat Surat Pemberitahuan Tahunan

disampaikan, untuk kekurangan
pembayaran pajak sebagaimana

Surat Keputusan
persetujuan
angsuran
pembayaran pajak
atau Surat

Tidak ada
biaya/tarif.
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dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan
Menteri Keuangan Nomor
242/PMK.03/2014; dan/atau

2. sebelum Surat Paksa diberitahukan oleh
Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak
sebagaimana diatur dalam peraturan
perundang-undangan mengenai
penagihan pajak dengan surat paksa,
untuk pajak yang terutang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan
Menteri Keuangan Nomor
242/PMK.03/2014 dan pajak yang masih
harus dibayar sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014

kepada Kepala KPP tempat Wajib Pajak
terdaftar, baik secara elektronik melalui
saluran tertentu yang ditetapkan Direktur
Jenderal Pajak, atau secara tertulis.

Keputusan
penolakan
angsuran/penund
aan pembayaran
pajak.

81. Penundaan Pembayaran
Pajak

Paling lama 7 (tujuh) hari kerja
setelah tanggal diterima
permohonan.

Wajib Pajak menyampaikan permohonan
penundaan pembayaran pajak paling lama
9 (sembilan) hari kerja sebelum jatuh tempo
pembayaran kepada Kepala KPP tempat
Wajib Pajak terdaftar.

Surat Keputusan
persetujuan
penundaan
pembayaran pajak
atau Surat
Keputusan
penolakan
angsuran/penund
aan pembayaran
pajak.

Tidak ada
biaya/tarif.
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82. Perpanjangan Jangka
Waktu Pelunasan Pajak

Paling lama 7 (tujuh) hari kerja
setelah tanggal diterimanya
permohonan.

Wajib Pajak mengajukan permohonan
perpanjangan jangka waktu pelunasan
pajak kepada Kepala KPP tempat Wajib
Pajak terdaftar paling lama 9 (sembilan) hari
kerja sebelum tanggal jatuh tempo
pembayaran dengan menggunakan surat
permohonan perpanjangan jangka waktu
pelunasan.

Surat keputusan
persetujuan
perpanjangan
jangka waktu
pelunasan pajak
atau Surat
keputusan
penolakan
perpanjangan
jangka waktu
pelunasan pajak.

Tidak ada
biaya/tarif.

83. Pengaduan Pelayanan
Perpajakan

30 hari kerja sejak permohonan
lengkap:
1. DJP menyampaikan

tanggapan atas pengaduan
yang diterima kepada pelapor
paling lambat 14 hari kerja
sejak pengaduan
disampaikan;

2. Dalam hal kelengkapan
pengaduan belum dipenuhi,
pelapor diberikan waktu
selambat-lambatnya 30 hari
kerja terhitung sejak
tanggapan diterima;

3. Unit terlapor
menindaklanjuti pengaduan
kepada pelapor paling lambat
30 hari kerja sejak
pengaduan diterima oleh unit
terlapor.

Penyelesaian Pengaduan Pelayanan
Perpajakan atas  informasi yang
disampaikan Pelapor mengenai dugaan
pelayanan perpajakan yang tidak sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan, yang diajukan melalui saluran
resmi pengaduan DJP.
Pelapor yaitu setiap orang yang melaporkan
informasi sehubungan dengan dugaan
pelayanan perpajakan yang tidak sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.

1. Pengaduan yang disampaikan melalui
surat/datang langsung diajukan dengan
mengisi Formulir Pengaduan Pelayanan
Perpajakan;

2. Pengaduan yang disampaikan melalui
situs pajak www.pengaduan.pajak.go.id
diajukan pendaftaran akun, aktivasi
akun, login dengan username dan
password saat registrasi, dan mengisi

Penyelesaian
pengaduan
pelayanan
perpajakan.

Tidak ada
biaya/tarif.
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formulir dengan lengkap;
3. Pengaduan yang diajukan melalui

telepom dilakukan dengan menghubungi
saluran telepon di nomor 1500200;

4. Pengaduan yang diajukan melalui
faksimile dilakukan melalui saluran
faksimile di nomor (021) 5251245;

5. Pengaduan yang diajukan melalui twitter
dilakukan dengan mention ke akun
twitter @kring_pajak;

6. Pengaduan yang dilakukan melalui Chat
dilakukan dengan memilih menu Live
Chat pada situs www.pajak.go.id.

KEPALA KPP PRATAMA AMBON,

A. K. SUSETYO BAYUNANTO


